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I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut Pasal 19
mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas, Pasal 40 ayat (7)
mengenai pemberdayaan Ormas, Pasal 42 ayat (3) mengenai Sistem
Informasi Ormas, Pasal 50 mengenai perizinan, tim perizinan, dan
pengesahan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, Pasal 56
mengenai pengawasan oleh masyarakat dan Pemerintah serta Pemerintah
Daerah terhadap Ormas, Pasal 57 ayat (3) mengenai tatacara Mediasi, dan
Pasal 82 mengenai penjatuhan sanksi bagi Ormas, ormas badan hukum
yayasan asing atau sebutan lainnya, dan Ormas badan hukum yayasan
yang didirikan warga negara asing atau warga negara asing bersama
dengan warga negara Indonesia.

Pendaftaran Ormas dalam Peraturan Pemerintah ini hanya
mengatur Ormas yang tidak berbadan hukum dimaksudkan untuk
pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan diberikan SKT oleh
Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri. Sedangkan materi muatan
mengenai pendataan Ormas dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diatur,
karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-
XI/2013 dinyatakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kekuatan hukum
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mengikat.

Pemberdayaan  Ormas  dimaksudkan untuk  memberikan
kemampuan dan daya tahan serta peningkatan kemandirian Ormas.
Pemberdayaan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, tetapi dilakukan juga oleh Ormas, masyarakat, dan swasta.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tertib
administrasi, Pemerintah membentuk Sistem Informasi Ormas. Sistem
Informasi Ormas yang dibentuk oleh Pemerintah dikembangkan oleh
kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan
diintegrasikan oleh Menteri.

Pengawasan Ormas dilakukan secara internal dan eksternal.
Pengawasan internal dilakukan oleh Ormas tersebut sesuai dengan
AD/ART Ormas, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh
masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pengawasan yang
dilakukan oleh masyarakat berupa pengaduan yang disampaikan baik
tertulis maupun tidak tertulis. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan
pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring
dan evaluasi dalam rangka deteksi dini sebelum terjadi pelanggaran yang
dilakukan oleh Ormas.

Penyelesaian sengketa Ormas pada prinsipnya diselesaikan oleh
Ormas itu sendiri. Pemerintah dapat memediasi apabila diminta oleh para
pihak yang bersengketa. Permintaan para pihak untuk Ormas yang
berbadan hukum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,
sedangkan yang tidak berbadan hukum diajukan kepada Menteri.

Sanksi diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan lingkup tugas dan kewenangannya kepada Ormas yang
melakukan pelanggaran.Sanksi dalam Peraturan Pemerintah ini adalah
sanksi administratif. Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebelum
menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas melakukan wupaya
persuasif.

Adapun materi muatan mengenai perizinan, tim perizinan, dan
pengesahan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing serta tata cara
pengenaan sanksi terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau
sebutan lain diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, tetapi
implementasi Peraturan Pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan

dari PeraturanPemerintah ini.



II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan

kepengurusan di daerah provinsi dan/ataukabupaten/kota.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

“kepengurusannya di

No0.5958

adalah
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “unit layanan administrasi’adalah unit
layanan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.



Pasal 22
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Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah hubungan
kerja sama saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling
menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan
untuk mencapai tujuan bersama.

Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan” adalah persamaan
hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerjasama.

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah kerja
sama dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan
bersama.

Yang dimaksud dengan “prinsip saling menguntungkan” adalah
kerja sama menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada
yang dirugikan hak dan kepentingannya dalam melaksanakan

kegiatan.

Ayat (1)

Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan dimaksudkan
untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta
Ormas dalam perumusan dan pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas
kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan
Ormas agar dapat menganalisa lingkungannya,
mengidentifikasikan masalah, kebutuhan, dan peluang-peluang
untuk kemandirian dan kesinambungan Ormas.

Pemberdayaan Ormas melalui peningkatan kapasitas sumber
daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan,
keahlian, pengalaman, kompetensi, profesionalisme, etika, dan
moralitas  pengurus dan/atau anggota Ormas dalam

menjalankan tugas dan fungsinya.



